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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
Nnmtn‘,: e TAJIUNM ; 2007 SFERI: o ™y -
’ PERATURAN DAERAH KARBUPATEN LANGKAT
NOMOR: 25 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN QRGANISASI DAN TATAKERJA
- - KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEM LANGKAT
DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT
Menimbang a. bahwa dalam rangks penerapan Undang-undang Nomor 22
Tuhwn 1999 tentang  Pemerintahan  DTigerah, maka perlu
membentuk Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Kabupaten Langkat:
. b. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor
, iwrsebui perle ditetaphon Peraturan Daerah,
; Mengingat 1. Undang-undang Noinor 7 Dt Tahun 1956 tentang Pembentukan
© Daerah Otonomt  Ialwpaten-kabupaten  dalam  lingkungan
. Propinsi Sumatera Utara,
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawsaian schapaimana telah divbali dengan Undang-undang
. MNomor 43 Tahun 139%;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perwrintahan
[dacrah;
4. tndang-undang Nomor 23 tabhun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pomurintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomoer 28 Tahun 1299 tentang Penyelonggaraan
Negara yang bersih dat: bebas KKN;
: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Thukota Kabupaten Dacrah lingkat I Langkat dar Binjai ke
Stabat;
" 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
batas wilayah Koismadya Daerah Tingkat 11 Rinjai, Kabupaten
Dacrah Tingkat 11 Lungkst dan Kabupaten Dacrah Tingkat II
Deli Serdany;
8. Peraturan Fewnerintili Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Keglatan Instansi venikal di Dasrah;
9. Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1992  tentanp
Penyelenggaraan Qtonomi Daerah dengan Titik Berat Pada
Dacrah Tingkat i,
10, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan
Sebagisn  Urusan  Memerintahan Dibidang  Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Kepada Dacrah;
#




11 Peraturan  Pemerinta  Momor 25 Tahun 2000 temtang
Kewenangan Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi sebagai
Dagrah Otonom;

12. Peratwan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Dacrah:

13. Keputusan Menteri Dalaun Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Dacrah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEKAH KABUPATEN LANGKAT
MEMUTUSKEAN ;

Menetapkan - : PERATURAN DAERAT KABUPATEN LANGKAT TENTANG
PEMBENTURAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR
PENDAFTARAN TENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKA'T"

BAR )
KETENTUAN UMDM

Pasul t

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Langkat, .

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bescita Perangkal Daerah serta Perangkat

Dacrali Otonom yang Jain sebagai Badan Dksckut; { Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Langkut;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacras yanyg selanjutnya disebut DPRD adalah Badan

Legislatif Dacrah Kabupaten Langkar; '

Sckretariat Daerah adajali Selreturiar Dacrah Kubupaten Langkat;

sekretarie Daerah ndalah Sckretais Dacrall Katupaten Langkat;

Kantor Pendaftaran Pendudu’ dan Catatan Sipil adaleh Kantor Pendafturan Penduduk dan

Catatan Sipil Kabupaten Langkat:

k. Kepala Kantor adaluh Kepala Kantor Pendatiaran Penduduk dan Cataran Sipil Kabupaten
Langkat;

i Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil,

J. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil vang diberi hak
dan wewenang secars penuh oleh pejabat yang berwenang sespai dengan bidang
kealdiannya,

k. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendatiaran/pencatatan data penduduk berserta
perubahannya;,

1. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen gati penduduk yang teratur dan diperoleh
dari hasil pendafllaran penduduk;

m. Pemberian Akta Penduduk adalah kegiatan venidaitaran penduduk dan penerbitan kutipan

- akta penduduk serta surat keterangan penduduk lainmya;

i Pendafataran perkawinan dan perceraian adalsh  kegiatan pencatatan  pendafiaran
perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beraga Isiam;

0. Renstra adalsh Rencana Strategih (nsiansi Pemeriniah Kantor Femberdayaan Masyarakt
Desa Kabupaten Langkar

p. LAKIF adalah Laporan Akuntabilitas Kinerjs Insiansi Pemerintah Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Langkat.
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BAB T
PEMRBENTUKAN

Paseai 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentulk Kantor Pondaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Kabupaten Langkat,

BAB I}
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNCS]

Pasal 3

(1) Kantor Pendaflaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah unsur
penunjang Poerintah Dacrah dibig ang pendatiaran penduduk dan catatap sipil;

(2) Kantor Pendafjaran Penduduk dan Catatan Siptt Kabuapaten Langhat dipimpin olch
Seorang Kepala Kanlor yang berada dibawal dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sckretaris Daerah,

Pusa! 4

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kubupaten Langkat mempuinyar {ugas pokok
membantu Kepala Daerah dibidang FPendatlaran Peaduduk dan Catatan Sipil Kabupaten
Langkat dalam umisan Rumah Taneea dan tugas Lnn-lain yang diberikan oloh Kepala Dacrah
serta fugas pembantuan yang ditctapkan oleh Kepala Daerah, :

Puasal 5

Untuk menyslenggarakan tugas pokok dimaksud dalzm pasal 4, Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat mempunyai fungsi
a. Penyusunan rencana pembangunan  dun pengumbangan  kegiatan pendaftaran  dan

b. Pembinaan wmum dan tehais berdusarkan Kebijaksanawan yang ditetapkan oleh Menteri

¢ Pemburian Nomor Induk Kependudukan;

d. Pendafiaran dan penertiban Katu Keluarga;

¢. PendaRaran dan peneriiban Kartu Tanda Pendwduk:

f. Pencaiatan dan pencrbitan Akta Kelahiran;

Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan,

Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian;

Pencatatan dan penerbitan Alts Fematian:

Pencatatan dan penerbitan Akta Fengakntan dan Pengesahan Anak,

i Pslaksanaan wnsan tatz usaha dinas pendatraran penduduk; -
0. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan cabang dinas dan Unit Pelaksuna Teknis Kanior
Pendaftaran Penduduk dan Caratan Sipil

k4]
pencatatan pendudul.;
Dalam Negeri dan Qtoucind Dierahy:
n &
h.
L
J.
k. Pencatatan mutasi penduduk; -
I Pengelolaan data penduduk;
m. Penyelenggataan penyoluhan
&
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SUNSLUNAN ORGANISAST

Pasal &

terdiri dari *

(1) Susunan Organisasi Kantor Pendaftaran Pendudul dan Catatan Sipil Kabupaten Tangkat

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

J¢ksi Pelayanan Pendafiaran:
Seksi Pelayanan Pencatatan;

' . Scksi Mutasi;

Seksi Data dan Laporan:

Unit Pelaksana Tcknis:
Kelompok Jabatan Fungsional.

O ow
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(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pendaflarar Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten
Langkat scbagaimana dimaksud datam ayat (1) pasal ini tercantum pada Jampiran

Peraturan Daczah ini,

Bagian Pertaiay
Isepala Kantor

t oo Pasal 7

. (1 Kepalg Kantor Pendaftaran Penduduk dan 7 atatan Sipil mempunyai tugas pokok
. mmemimpin, mengkoordinasi dan mengendaliban Xeglatan Kantor Pendaftaran Pendudak

- dan Catatan Sipil Krbupaten Langkal dan wicisksanakan

schagian tugas pemerintah

Kabupaten Langkat tcrutama dibidang Pendaltaran Penduduk dan Cararan Sipil serta

fgas lain dan tugas pembuntuan yang ditetapkan: oleh Bupati melatui Sekretaris Daerah

Kabupaten.
i 2) Uniuk melaksanakan wgss pokok dimaksud dalnm ayat (1), Kepala Kantor Pendafraran
Penduduk dan Catatan Sipit Kabupaten Langkat mempunyai fungsi ;
a. Meminuskan dan mengembanghar xebilansauin dibidang Pendaflaran Penduduk dan
Catatan Sipil: '
b. Melaksankaan Xerfasama dengan Dinze/Inglansi terkait dan organisasi lainnya
dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatac Sipil;
- ¢. Mengadakan kebijsksanaan pembinaan dan moiitoring terhadap kegiatan Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil;
d. Melaksankaan fugas-tigas fuin yang diberikan olch Kepala Dacrah:
- ¢. Menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Pendaftaran Fenduduk dan Catauan Sipil
Kabupaten Langkat.
Bagian Kedus
Sub Bagian Tats {jsaha
Pasal 8
(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembanty pimpinan dibidang pembinaan
administrasi dan rumah tangga;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin ojeh seorsng Kepata sub bagian tata usaha yang dalam
*
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melaksanakan fugasnya berada dibawah dan bertanngung jawab kepada Kepala Kastor.



Ta

Pasyi v

Kepala Sub Bagian Tata 1Jsaha mempunym tugas pokok membanm Kepala Kantor dalam
melaksanakan perumusan perencanaan dan program/evaluasi, dan laporan kegiatan sub
bagian iata usaha, melakaanakan day menghimpan hasil perencanaan dan program evaluasi
dan laporan scksi-seksi, melaksanakan pembinaan ketata usahaan yang meliputi urusan
umum, pengelolaan kepegawaian, Kearsipan, perlengkapan, keuangan, menyiapkan dan
menghimpun Renstra dan Lakip sera memberixsn pelayanan tekhnis administratif kepada
Kepala Kantor, menata organisasi dan selrult sainan organisasi dilingkungan kantor,

Pasul 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi ;

a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi surat keluar dan surat masuk, urusan
kearsipan dan ckspedisi, pengetikan dan pengadaan peraturan dan pemeliharaan serta
pengamanan lingkungan kerja _

b. Mengumpulkan bahan penyusian dan perunjuk ikhnis pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian, ilan mengelcly administrasi kepegawaian;

¢. Mengumpulkan, menyusun dan rienganalisy Jata penyusunan program dan analisa

kebutuhan perlengkapan;

d. Mengumpulkan bzhan dan penyusunan anggaran rutin, anggaran pembangunan dan
administrasi kevangau; '

e. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana;

f. Melakukan perencanaan dan program Kegiaian sub bagian fata usaha, evaluasi,
menghimpun Renstra dan Lakip serta membu jelaporan;

g Menghimpun hasil perencanamn dun frogram, <viluasi dan {aporan scksi-seksi;

h. Menyiapkan Renstra dan Lakip sub bagian tat ianha,

Bagian Ketipa
Seksi Pelayanan Pendaftaran

Pasgal 11

(1) Seksi Pelayanan Pendafiaran adalal upgur penuiiang untuk melaksanakan tugas dibidang
pelayanan pendaftaran,

(2) Scksi Pelayanan Pendaftaran dipimpin oleh scorang Kepala Soksi yang dalam
menjalankan tugasnya berada dibawal dan berlinggnng jawab kepada Kepala Kantor,

Pasal 12

Secksi Pelayanan Pendaflarin wepunyal mges pokek eluksanakan sebaliagian ugas-tugas
Kantor Pendaftaran Pendudul dan Catatan Gipil dibidang pelayanan pendaftaran berdasarkan
kehijakan yang ditetapkan Kepala Kanlor.

Pacal i3

Untuk menyclenggarakan gy pokok dimaksud  dalam pasal 11, Seksi Pelayanan

Pendaftaran mempunyai fungsi -

2. Pclaksanuan pendaftaran dan pengatatu administrasi penduduk Warga Negars Indonesia
dan Warga Negara Asing;

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan peluyanan pendafiaraa penduduk Warga
Negara Indonesia dan Warga Negara Astng;
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¢. Pemeriksaan penelitian berkas pendaflaran pedtuil
Negara Asing;

d. Pengelolaan data dan pemberian Nomor Induk
Keluarga dan Kartu Tanda Pendudul;

¢ Melakukan pengawasan, pengendelian, pem
administrasi pendafiaran penduduk;

vk Warga Nepara Indonesia dan Warga

Kependudukan seita Penerbitan Kartu

antauan  dan penyidikan pelanggan

f. Mclakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyulshan pondafiaran penduduk;

g2 Menyiapkan Renstra dan L

akip Seksi Pelayanan Pendallacan;

Bagian Keenpat
Schsi Pefayanan Pencatatun

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan Pencatatan adalah unsur penunjang untuk melaksankana tugas dibidang
pelayanan pencatatan:

(2) Seksi Pelayanan Pencatatan dipimpin oleh seorm 2 Kepala Seksi yang dalam menjalankan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanror,

Pasal 15

Scksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokek melaksanakan scbahagian tugas Kantor
Pendaflaran Penduduk dan Catatan Sipil dibiling  pelavanan pencatatan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan Kepata Kantor,

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan mgas pokok dimaksud datam pasal 15, Seksi Pelavanan Pencatatan

mempunyvai fungs: ;-

2. Pelaksanaan pencatatan dan pendaflaran, pemeribsaan dan penclitian Lo kay pPEnCcaatan,
pengeluiaan data serta penerbitan Akta Keluhirn bagi Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing serls percatatan pemberian Sural Keterangan Laperan Kelahiran
difvar negert;

b. Pelaksanaan pencatatan dan pendafiaran, petuvulaaun don penelittan beikas ETICALALAR,
pengelolaan data serta penerbitan Akta Perkaw inan bagi Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing serts pomberian Quial Melerangan Laporan Perkawinan diluar
negeri;

¢. Pelaksanaan pencatatan dan pendafiaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan,
pengelolaan data serta penerbitan Akta Perceraian ‘bagi Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing serta pemberian Surat Ketzrangan Laporan Perceraian diluar negeri;

d- Pelaksanaan pencatatan dan pendafiaran, pemerikeran dan penelitian berkas pencatatan,
pcngclolaan dara serta penerhitan Aty Kematian bngi Wnrgn N';E‘u“ Indonesia dan
Warga Negara Asing serts pemberian Surat Reterangun Laporan Kematian dituar negeri:

. Pelaksanaan pencatatan dan pendafiacan, pementsaan dan penelitian berkas pencatatan,
pengelolaan data serta ponarbitan Akta Pengakuar dan Pengesahan bagi Warga Negara
Indonesia dan Warga Nopara Asing;

f. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan,
laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kemnatizn dan pengesahan anak diluar negeri;

g Pelaksanasn pencatatan dan pendaflaran, pereriksaan dan penclitian berkas pencatatan,
pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti naru;

ho Melakukan pengawasan, nengendalian, panantauan dan penyidikan  pelanggan
administrasi pencatatan pendaduk!

. Melakukan penyiapan bihan dan pelaksanaan penvuluhan pencatatan penduduk;

J- Menyinpkan Renetra dan Lakip Sokei Pelavanan Puncatatan,

T heea i S e e i el e | s
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Bagian Kelima
Selsi Mutisgl

Pasal 17
(1) Seksi Mutasi adalah unsur pendukung untuk meiaksanakan tugas dibidang mutasi;

(2) Seksi Mutasi dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya
berada dibawah dan bertanppung jawab kepada Fepala Kantor,

Pasul 14

Seksi mulasi mempunyai tugas pokok melaksansLan scbahagian tugas Kantor Fendafaran
Penduduk dan Catatan Sipdl dibidang mutasi berdasakan kehijakan yang ditetapkan Kepala
Kantor,

Pusal 14

Unmk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalin pasal 1¥, Seks: Mutasi mempunyai

fongsi : *

4. Melalakan penyiapan baliam pengurapulan data, pemeriksaan dan penalitian herkag serty
pengelolaan pendafiaran dan pencatatan, adrsinistrasi, mutasi dat perpindahan dan
kedatangan penduduk Warga Nepara Indonesis dan Warga Nepara Asing;

. Melakukan penviapan bahan pongumpulan dare, peraeriksaan dan penelitian berkas serta
pengelolaan pendaftaran dan penoatatan perubolion data mutasi penduduk Warga Neguara
Indonesia dan Wargs Negara Asin g,

¢. Menyiapkan Reustia dun Lakip Seks! Mutasy,

Bagian Keeaun
Schsi Data dan Laporan

Trasal 20

(1) S¢ksi Data dan Tapoan adalah unsur penwijung untuk melaksanakan tugax dihidang
pendataay dan laporan:

(2) Soksi Data dan Lapouw dipimpin olel seerany kepala seksi yauyg dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dun bentangpung jawatb: keprada kepala Kopala Kantor;

Pasut 21

Sexsi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok ibidang data dan iaporan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh kepala kantor,

Pasul 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokol dimaksud Calam pasal 21, Seksi Dara dan Laporan

mempunyal fungsi ;

a. Melakukan pengumpiian, petierikeaan, peneliitan, perumusen sistim, menganaliseg dap
pengaplikasiaan, serta penyiapan bahan dan pengolshan data pendaftaran dan pencatatan
penduduk Warga Negara Indoncsia dan Warga Newara Asing;

b Melakukan pengumpulan data, penyusunan grafik data statistik, memberikan lzyanan
informasi pendafiaran dan pencatatan penduduk:




N

¢. Melakukan pengumpulan beckas, pengelolasn, penyimpanan dan penichlaraan data seria
penyusunan laporan data penduduk,
d. Menyiapkan Resatra Jun Lakip Scksi Data dan Laporan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksanu T'vknis

Pasal 23

(1} Unit Pelaksana Teknis muwmpunyai kedudubon sebagai pelaksana teknis operasional
Kantor Pendafiaran I'cnduduk dan Catatan Sipit;

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh scorang Kepala Unit Pelaksana 'I'eknis yang dalam
menjalankan tugasnya berada dibawal dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor,

Bagian Kedelupan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional di linglangan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
mempunyai fugas melakukan sebahagion kegiatan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catalai
Sipil.

Paynl 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Qimoksud dalam pasal 24 Peraturan D::erah
ini, tordiri dari- sejurniah tenaga ahli jenjang jabatan fungsional vang terbagi dalam
berbagai kelompok sesnai dengun Leahlianaya;

(¢) helompok Jabatan Fungsional sebugaimany dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin
olch seorang tenaga fungsional senior vang dirunjuk olch Kepata Daerah dan bertangguny
Jjawab kepada Kepala Kantor;

(3} Jumlah dan jenis Jabatan Furgsional sebagainina dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
diterituban berdasarkan sifos, junis kebumhan dan beban kerja sesvai dengan Veraturan
Perundang-undangan yang beriaku.

BAB ¥
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

(1) Kepala Kantor Pendaftaran Penduwduk dan Catzinn Sipil diangkat dar diberhentikan oleh
Kepala Daerah;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaba den  Kepala Scksi dilingkungan Kanior Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas
kewenangan yang diberikan Kepala Daeraly atas usul Kepala Kantor,

(3) Pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional dun struktural dan penetapan esolonering
mengacu kepada keteniuen peraturan perundary-undangan yang berlaku.
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BAB VI
TATA Kiiida

Pasal 27

Semua unit kerja dilinghungan Kantor Pendafizian Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten
Langkat dalam melaksanakan tugasnyu wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

 sinkronisasi,

Pusal 28

] 1 r ' . fas . - i N o

(1) Settap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Karior Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Kabupaten Langkat berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tuzas bawahan;

(2) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala menghunjuk
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atan Kcpaia Scksi wntuk melaksanakan fugas-tugas
Kepals dengan mempedomani Dafiar Unit #epangkatan dan melaporkannya kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten.

L)

(3) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atiu Kopala Seksi berhalangan, maka Kepala
Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi menghunjuk seorang staf/pegawai pada Sub
Bagian Tata Usaha dan atau pada seksi uniuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub
Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dan melaporkannya kepada Kepala Kantor.

Pasaj 2¢

(1) Setiap pimpinan Unit Kegja dilingkungan ¥Konior Pendafiaran Penduduk dan Catatan Sipil
wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala pada atasannya, °

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawalian, wajib diolah dan
dipergunakan scbagai balun peavasinan lebik lanjut dan pstunjuk untuk kepada
bawahan;

(3) Setiap laporan yang disampaikaun wajib membuar tembusan kepada pejabat lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan ketja.

Pasal A}

(1) Dalam rangka koordinasi dun pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan
unit kerja mengadakan rapat bekala;

(2) Setiap Pitnpinar Unit Kerja wiyib mengawasi bawahan dan mengambit tangkah-tangkah
yang diperlukan apabilan rerjadi penyirapangan:
DAl vil
KEPEGAWALAN

Pasal 31

(1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawsian Kantor Pendsfiaran Penduduk dan

Catatan Sipil diatur sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

(2) Pengelihan jenis kepegawaian discsuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang barlaka,

= |
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BAD Yill
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Pagal 32
Segala pembiaysan uniuk kegiulan Kanter Pendafiaran Fenduduk  dan Catatapg  Sipil
Kabupaten Langkat dibcbankan kepada APBD Kabupaten Langkat serta subsidi atau bantuan

dari pemerintah atasan dan lembaga lainnya yung sah berdasarkan ketemivan peraturan
perundang-undangan yang berlaky.

BAB IX
KETENTUAN PERALOTAN

(1) Segala ketentuan vang bertentang dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah i
dilakukan penyesuaian:

(2) Hal-hal yang® belum diatur dalam Peraturan Daerah  in sepanjang  mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebil Linjut melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAB X
KETENTUAN P ENUTUP
Pasal 34
(1) Peraturan Dacrak ini discbut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pemben(ukan
Organisasi dan Tatakerja Kantor Pendaltarar Venduduk dan Catatan Sipil Kabupater

Langkat,

(2) Petaturan Dacrah ini mulai beslaku pada tangpa; divndangkan,
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- Agar setiap orang dapat mengelahuinys, memerintalikan pengundangan Peramuran
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembas an Daerah Kabupaten Langkat.
Disahkan di  : Stabat
Disetujui olek Dewan Perwakilan Dasrah '
Kabupaten Langkat / / A
Nomer o LU, Aren e l'.‘*.\'
Tanggal = ¢ ¥V Camonbver 000, e
 J '
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BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
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KABUPATEN LANGKAT
KEPALA KANTOR
PENDAFTARAN PENDUDUK
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